BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan dalam Bab 1V, maka kesimpulan
dari penelitian ini yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan
No. 1199 K/Pid.Sus/2016

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan
kecenderungan menitikberatkan pada pidana pokok berupa penjara dan/atau
denda, tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan. Sikap
hakim ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, secara normatif, Pasal 119
UU No. 32 Tahun 2009 menggunakan frasa “dapat” yang bersifat fakultatif,
sehingga memberi ruang diskresi luas bagi hakim untuk tidak menjatuhkan
pemulihan meskipun kerusakan ekologis terbukti nyata. Kedua, secara praktis,
belum tersedianya mekanisme eksekusi teknis dan unit pelaksana khusus
menjadikan hakim enggan memutus pemulihan karena khawatir putusan tidak
dapat dijalankan secara efektif.

Di balik pertimbangan tersebut, hakim lebih mengutamakan kepastian
eksekusi dengan menjatuhkan pidana denda atau pidana penjara yang lebih
sederhana untuk dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak korban, baik
masyarakat terdampak maupun lingkungan sebagai entitas ekologis, tidak

terpenuhi secara substantif. Pemulihan ekologis justru dipersepsikan sebatas
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kewajiban administratif di luar ranah pidana, bukan sebagai konsekuensi hukum
pidana yang melekat pada pelaku kejahatan lingkungan. Kondisi ini
mencerminkan keterbatasan ius constitutum yang masih bersifat retributif dan
belum mampu menghadirkan keadilan ekologis berdasarkan prinsip restitutio in
integrum, vyaitu pengembalian kondisi lingkungan sebagaimana sebelum
terjadinya kerusakan.
. Reformulasi Sanksi Pidana dan Integrasi Prinsip Keadilan Ekologis

Ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 perlu
direformulasi agar lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak korban, baik
manusia maupun non-manusia. Sanksi pidana tidak boleh sekadar dipandang
sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, melainkan harus menjadi
instrumen restoratif yang menjamin adanya pemulihan ekologis dan sosial akibat
tindak pidana lingkungan.

Reformulasi yang dimaksud terutama terletak pada perubahan redaksi
Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, dari “dapat” menjadi “wajib dijatuhkan” dalam
hal pemulihan. Perubahan ini akan mengurangi diskresi hakim yang terlalu luas
sekaligus menjadikan pemulihan sebagai kewajiban hukum yang imperatif, bukan
pilihan tambahan. Di samping itu, integrasi prinsip green victimology dan
keadilan ekologis perlu dimasukkan ke dalam kerangka hukum pidana
lingkungan. Green victimology menempatkan ekosistem, flora, fauna, dan
komunitas lokal sebagai subjek korban yang berhak atas perlindungan hukum,
sedangkan keadilan ekologis menekankan kewajiban negara untuk menjamin

keberlanjutan ekosistem demi generasi mendatang.
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Dengan demikian, sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia ke depan
akan bergerak menuju paradigma yang lebih transformatif: tidak hanya
menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin Kkeadilan ekologis,

keberlanjutan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan atas analisis terhadap ketidakjelasan penerapan
pidana tambahan pemulihan dalam Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dan No.
1199 K/Pid.Sus-LH/2016, serta kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang
responsif terhadap hak korban pencemaran lingkungan, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Perubahan Redaksional Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009

Diperlukan perubahan frasa “dapat dijatuhkan” menjadi “wajib
dijatuhkan” agar pemulihan lingkungan memiliki daya ikat normatif yang kuat.
Dengan redaksi imperatif, hakim tidak lagi menempatkan pemulihan sebagai
opsi, melainkan sebagai keharusan dalam setiap putusan tindak pidana
lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekologis. Perubahan ini penting
untuk menegaskan orientasi UU PPLH yang tidak sekadar represif, melainkan

juga restoratif dan ekologis.
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2. Penyusunan Peraturan Pelaksana Teknis
Ketiadaan aturan teknis menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan
pemulihan dalam putusan pidana. Oleh sebab itu, perlu disusun peraturan
pelaksana berupa PP atau Permen yang mengatur secara rinci mekanisme,
bentuk, serta tata cara eksekusi pidana tambahan. Aturan ini juga harus
menetapkan lembaga yang bertanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan, dan
mekanisme pengawasan. Dengan aturan teknis, kepastian hukum dan efektivitas
pemulihan dapat lebih terjamin.
3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Hakim, jaksa, dan penyidik perlu diberikan pendidikan berkelanjutan
mengenai keadilan ekologis, metode perhitungan kerugian ekologis, serta
praktik internasional mengenai restorative environmental justice. Pemahaman
ini akan meningkatkan sensitivitas aparat dalam mengintegrasikan aspek
pemulihan ke dalam putusan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun
pedoman pemidanaan lingkungan hidup agar terdapat standar yurisprudensi

yang konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan.

4. Pembentukan Unit Eksekusi Pemulihan

Tanpa adanya lembaga eksekusi khusus, amar putusan pemulihan
berpotensi berhenti sebatas deklarasi. Oleh karena itu, disarankan dibentuk unit
pelaksana khusus yang melibatkan Kejaksaan, KLHK, serta masyarakat sipil

untuk mengawasi dan memastikan eksekusi pemulihan berjalan efektif. Unit ini
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berperan sebagai penghubung antara putusan pengadilan dengan implementasi

teknis di lapangan.

. Penerapan Prinsip Green Victimology

Pendekatan viktimologi hijau perlu diintegrasikan dalam praktik peradilan
lingkungan. Lingkungan dan komunitas ekologis harus diakui sebagai subjek
korban yang memiliki hak atas pemulihan. Hal ini dapat diwujudkan melalui
pelibatan masyarakat terdampak, ahli lingkungan, dan organisasi sipil dalam
proses persidangan. Dengan demikian, putusan pengadilan akan lebih

mencerminkan keadilan ekologis dan sosial.

. Pengembangan Mekanisme Kompensasi Alternatif

Pada kasus-kasus tertentu di mana kerusakan tidak dapat dipulihkan, perlu
mekanisme kompensasi berupa konservasi kawasan lain, rehabilitasi sosial-
ekonomi masyarakat terdampak, atau perampasan keuntungan ekonomi pelaku
untuk pendanaan pemulihan jangka panjang. Mekanisme ini akan memastikan
adanya bentuk keadilan meskipun kerusakan ekologis tidak sepenuhnya dapat

dipulihkan.

. Penguatan Partisipasi Publik dan Transparansi

Penegakan hukum lingkungan hidup harus dilaksanakan secara
partisipatif. Masyarakat dan organisasi lingkungan harus diberi ruang untuk

mengawasi dan mengawal pelaksanaan putusan. Pemerintah perlu menyediakan
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mekanisme formal, baik berupa forum konsultasi publik maupun platform
daring, yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan pemulihan.
Transparansi ini akan mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum sekaligus

memperkuat legitimasi sistem hukum pidana lingkungan.
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